
GUBERNUR JAWA BARAT, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kedudukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

GUBERNUR JAWA BARAT 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 45 TAHUN 2016 

TENT ANG 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

PROVINS! JAWA BARAT 

!SALIN AN! 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

5. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat 
Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

7. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

9. Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

10. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

11. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi J awa Barat. 

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerin tah 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

14. Inspektur Daerah Provinsi adalah Inspektur Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAHPROVINSI JAWA BARAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomorl 92); 
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BAB II 
PERANGKAT DAERAH 

Pasal2 
(1) Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah Provinsi; 
b. Sekretariat DPRD Provinsi; 
c.InspektoratDaerah Provinsi; 
d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas: 

1. Dinas Pendidikan; 
2. Dinas Kesehatan; 
3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; 
4. Dinas Sumber Daya Air; 
5. Dinas Perumahan danPermukiman; 
6. Satuan Polisi Pamong Praja; 
7. Dinas Sosial; 
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana; 
9. Dinas Lingkungan Hid up; 
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
11. Dinas Perhubungan; 
12. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; 
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
15. Dinas Pemuda dan Olahraga; 
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 
1 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; 
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
20. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

15. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli 
yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 

16. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan 
sebagian tugas teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas 
{UPTD) atau teknis operasional dan/ a tau teknis penunjang Unit 
Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 

17. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut 
fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja· Daerah 
Provinsi Jawa Barat 
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Bagian Kedua 
Sekretariat DPRD Provinsi 

Pasal 4 
(1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 
(2) Sekretariat DPRD Provinsiqjpimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi 

yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD 
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah Provinsi 

Pasal3 
(1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf. 
(2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Gubernur. 

(3) Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur 
dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian administratif 
terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Perangkat 
Daerah. 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

22. Dinas Perkebunan; 

23. Dinas Kehutanan; 

24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 

26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

e.Badan Daerah Provinsi, terdiri atas: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2. Badan Kepegawaian Daerah; 

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

4. Sadan Penelitiandan Pengembangan Daerah; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

6. Badan Pendapatan Daerah; dan 

7. Badan Penghubung. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan 
Lampiran XX.XVI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, 
dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dengan Peraturan 
Gubernur tersendiri. 
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BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah Provinsi 

Pasal 8 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah Provinsi; 
b. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, 

membawahkan: 

Bagian Kelima 
BadanDaerah Provinsi 

Pasal 7 
(1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 
(2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 

(3) Badan Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Guberriur 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

Bagian Keempat 
DinasDaerah Provinsi 

Pasal 6 
(1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 
(2) Dinas Daerah Provinsidipimpin oleh Kepala Dinasyang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris DaerahProvinsi. 

(3) Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

Bagian Ketiga 
Inspektorat Daerah Provinsi 

Pasal5 
(1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. 
(2) Inspektorat Daerah Provinsidipimpin oleh Inspektur. 
(3) Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur 

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan 
oleh Perangkat Daerah. 

(3) Sekretariat DPRD Provinsi mernpunyai tugas pokok 
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi 
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta 
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi. 
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1. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan: 
a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan: 

1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

b) Bagian Tata Pemerintahan,membawahkan: 
1) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 
2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan 
3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan 

Pemerintahan Desa. 
c) Bagian Kerjasama, membawahkan: 

1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; 
2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan 
3) Subbagian Evaluasi Kerjasama. 

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan: 
a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 

1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah; 
2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan 

Gubernur dan Keputusan Gubernur; 
3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum. 

b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan: 
1) Subbagian Litigasi; 
2) Subbagian Non Litigasi; dan 
3) Subbagian Hak Asasi Manusia. 

c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan 
Produk Hukum, membawahkan: 
1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; 
2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

3. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan: 
a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan: 

1) Subbagian Kesehatan; 
2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, 
membawahkan: 
1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan 
Penanggulangan Bencana; 

2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan 
Masyarakat Desa; dan 

3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 
c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, 

membawahkan: 
1) Subbagian Pendidikan; 
2) Subbagian Kebudayaan; dan 
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2) Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan; 
dan 

Daerah, 

2) Subbagian Pariwisata; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

2. Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan: 
a) Bagian Pengendalian Pembangunan 

membawahkan: 
1) Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan 

Ekonomi; 

Pariwisata, dan Perdagangan, c) Bagian Industri, 
membawahkan: 
1) Subbagian Industri dan Perdagangan; 

2) Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan 
3) Subbagian Kelautan dan Perikanan. 

b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan, 
membawahkan: 
1) Subbagian Lingkungan Hidup; 
2) Subbagian Kehutanan; dan 
3) Subbagian Perkebunan. 

dan Pangan 

3) Subbagian Pemuda dan Olahraga. 
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: 

1. Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan U saha Milik 
Daerah, membawahkan: 
a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan: 

1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan; 
2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral; dan 
3) Subbagian Perumahan dan Permukiman. 

b) Bagian Investasi Daerah, membawahkan: 
1) Subbagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 
2) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi, Usaha 
Kecil, membawahkan: 
1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga 

Keuangan; 
2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga 

Keuangan;dan 
3) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil; 

2. Biro Produksi dan Industri, membawahkan: 
a) Bagian Pertanian, membawahkan: 

1) Subbagian Pertanian Tanaman 
Hortikultura; 
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1) Subbagian Publikasi; 

2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

c) Bagian Keprotokolan, membawahkan: 
1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan; 
2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan 

Dokumentasi, 

3) Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya. 
b) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

membawahkan: 
1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik 

dan Ekonomi; 
2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

Pemerintahan; dan 
3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

Sosial Budaya. 
c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah 

dan Perencanaan Sekretariat Daerah, membawahkan: 
1) Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan 

Daerah; 
2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

d. Asisten Administrasi, membawahkan: 
1. Biro Organisasi, membawahkan: 

a) Bagian Kelembagaan, membawahkan: 
1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan; 
2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan 
3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. 

b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan: 
1) Subbagian Tata Kerja; 
2) Subbagian Standar Kerja; dan 
3) Subbagian Pelayanan Publik. 

c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, 
membawahkan: 

1) Subbagian Kinerja Organisasi; 
2) Subbagian Reformasi Birokrasi;dan 
3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan: 
a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan: 

1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga; 
2) Subbagian Pelayanan Media; dan 
3) Subbagian Pelayanan Informasi. 

b) Bagian Publikasi, Peliputan, dan 
membawahkan: 
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Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD Provinsi 

Pasal9 

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas: 

a. Sekretaris DPRD Provinsi; 

b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan: 

1) Subbagian Persidangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga 
Ahli; 

2) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Hukum; dan 

3) Subbagian Prociuk Hukum. 

c. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan: 

1) Subbagian Publikasi dan Informasi; 

2) Subbagian Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan 

3) Subbagian Protokol dan Urusan Pimpinan. 

d. Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan: 

1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

2) Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaaan; dan 

3) SubbagianRumah Tangga. 

e. BagianKeuangan, membawahkan: 

1) Subbagian Perencaan dan Anggaran; 

2) Subbagian Akuntamsi dan Pelaporan; dan 

3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan. 

3. Biro Umum, membawahkan: 

a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, 
membawahkan: 

1) Subbagian Urusan Dalam; 

2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan 

3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat 
Daerah. 

b) Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan: 

1) Subbagian Administrasi Keuangan I; 

2) Subbagian Administrasi Keuangan II; dan 

3) Subbagian Administrasi Keuangan III. 

c) Bagian Aset Sekretariat Daerah, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang, 
Pengadaan, Penyimpanan, dan Distribusi; 

2) Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan, dan 
Pengelolaan Aset; dan 

3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 

4. Staf Ahli. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahkan: 
1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 
2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 
3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana. 

d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan: 

1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 
2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 
3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana. 

e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahkan: 
1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 

Bagian Keempat 
Dinas Daerah Provinsi 

Paragraf 1 
Dinas Pendidikan 

Pasal 11 

Bagian Ketiga 
Inspektorat Daerah Provinsi 

Pasal 10 
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas: 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Masyarakat; 

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 
e. Inspektur Pembantu Bidang Adminsitrasi; 
f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3) Subbagian Penatausahaan Keuangan. 
f. Tenaga Ahli. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 
2) Subbagian Keuangan dan Aset. 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: 
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa. 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; 
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 
3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 
1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 
2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan 
3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 2 
Dinas Kesehatan 

Pasal 12 

2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 
3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana. 

f. BidangPendidik, Tenaga Kependidikan, dan Bina Pendidikan 
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dan Pendidikan Dasar, 
membawahkan: 
1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas 

dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 
2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan; dan 
3) Seksi Bina Pendidik Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dan 

Pendidikan Dasar. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 4 
Dinas Sumber Daya Air 

Pasal 14 
Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Perencanaan Teknik, membawahkan: 
1) Seksi Survey Investigasi; 
2) Seksi Perencanaan Irigasi; dan 
3) Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai. 

Paragraf 3 
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 

Pasal 13 
Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri 
atas: 
a. KepalaDinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Teknik Jalan, membawahkan: 
1) Seksi Rekayasa Teknik; 
2) Seksi Sistem Jaringan dan Leger Jalan; dan 
3) Seksi Regulasi dan Kerjasama. 

d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, membawahkan: 
1) Seksi Pemeliharaan; 
2) Seksi Pembangunan; dan 
3) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan. 

e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan: 
1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; 
2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruki; dan 
3) Seksi Pengawasan, Data dan Informasi. 

f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan: 
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 
3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Perumahan, membawahkan: 
1) Seksi Rumah Umum; 
2) Seksi Rumah Khusus dan Swadaya; dan 
3) Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

d. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan: 
1) Seksi Penyediaan Air Min um; 
2) Seksi Persampahan; dan 
3) Seksi Drainase danAir Limbah. 

e. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan: 
1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan; 
2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan; dan 
3) Seksi Sarana Kawasan Permukiman. 

f. Bidang Pertanahan, membawahkan: 
1) Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah; 
2) Seksi Penatagunaan Tanah; dan 
3) Seksi Data dan Informasi. 

g. Kelompok J abatan Fungsional. 

Paragraf 5 
Dinas Perumahan dan Permukiman 

Pasal 15 

d. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan: 
1) Seksi Tata Teknik; 
2) Seksi Konstruksi Irigasi; dan 
3) Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai. 

e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan: 
1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; 
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Sungai, Danau, Waduk, dan 

Pantai; dan 
3) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air. 

f. Bidang Bina Manfaat, membawahkan: 
1) Seksi Penatagunaan; 
2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan 
3) Seksi Kelembagaan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan: 
1) Seksi Perlindungan Sasial Karban Bencana; 
2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sasial; dan 
3) Seksi Jaminan Sasial Masyarakat. 

Paragraf 7 
Dinas Sasial 

Pasal 17 

Paragraf 6 
Satuan Palisi Pamong Praja 

Pasal 16 
Susunan Organisasi Satuan Palisi Pamong Praja, terdiri atas: 
a. KepalaSatuan; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan: 
1) Seksi Deteksi Dini; 
2) Seksi Operasi; dan 
3) Seksi Pengamanan dan Ketertiban. 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, 
membawahkan: 

1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 
2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan 
3) Seksi Pengawasan dan Penindakan. 

e. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, membawahkan: 
1) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama; 
2) Seksi Peningkatan Kornpetensi Palisi Pamong Praja; dan 
3) Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan: 
1) Seksi Bina Potensi Masyarakat; 
2) SeksiSatuan Perlindungan Masyarakat; dan 

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan: 
1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan; 
2) Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik, dan Sosial Perempuan; dan 

3) Seksi Data dan Informasi. 
d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, membawahkan: 

1) Seksi Ketahanan Keluarga; 
2) Seksi Pengendalian Penduduk; dan 
3) Seksi Keluarga Berencana. 

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan: 
1) Seksi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya; 
2) Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi; dan 
3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. 

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,membawahkan: 

1) Seksi Perlindungan Perempuan; 

Paragraf 8 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana 

Pasal 18 

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan: 
1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; 
2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan 
3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir. 

e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan: 
1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; 
2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan 
3) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan 

Napza, dan Perdagangan Orang. 
f. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat; 
2) Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan 

Sumbangan Sosial; dan 
3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan 

Restorasi Sosial. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, 
terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

Paragraf 10 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pasal 20 

Iklim, e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan 
membawahkan: 
1) Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Haya ti; 
2) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim; dan 
3) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan. 

f. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan: 
1) Seksi Pengaduan dan Sanksi Administrasi; 
2) Seksi Sengketa Lingkungan dan Pidana Lingkungan; dan 
3) Seksi Pengembangan Instrumen Hukum Lingkungan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 9 
Dinas Lingkungan Hidup 

Pasal 19 
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan: 
1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup; 
2) Seksi Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis; dan 
3) Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan. 

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan: 
1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara; 
2) Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran; dan 
3) Seksi Pengendalian Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, 

serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan 
3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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e. Bidang Transportasi Udara, membawahkan: 

dan Sungai 

Susunan Organisasi DinasPerhubungan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Transportasi Darat, membawahkan: 
1) Seksi Sarana dan Prasarana; 
2) Seksi Angkutan Darat; dan 
3) Seksi Lalu Lintasdan Keselamatan. 

d. BidangTransportasi Laut danAngkutan 
Pen ye brangan,membawahkan: 
1) Seksi Kepelabuhanan; 

2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Angkutan Sungai dan 
Penyebrangan; dan 

3) Seksi Perkapalan dan Kenavigasian. 

Paragraf 11 
Dinas Perhubungan 

Pasal 21 

2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Bina Desa, membawahkan: 
1) Seksi Bina Administrasi Keuangan dan Aset Desa; 
2) Seksi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan 
3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. 

d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 
membawahkan: 

1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat; 
2) Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya; dan 
3) Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat. 

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan: 
1) SeksiBina Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat; 
2) SeksiBina Pemasaran Usaha Ekonomi Masyarakat; dan 
3) Seksi Bina Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat. 

f. Bidang Pengembangan Potensi Desa, membawahkan: 
1) Seksi Bina Penataan dan Pendayagunaan Ruang Desa; 
2) Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan 

3) Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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1) Seksi Standarisasi Teknologi lnformasi dan Komunikasi; 
2) Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 
3) Seksi Integrasi dan interoperabilitas. 

d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
membawahkan: 

1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan 
Komunikasi; 

2) Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK; dan 
3) Seksi Keamanan lnformasi. 

e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan: 
1) Seksi Pelayanan Data dan Aplikasi; 

2) Seksi Pemberdayaan Informasi dan Konten; dan 
3) Seksi Penyajian lnformasi. 

f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan: 
1) Seksi Informasi Publik; 
2) Seksi Komunikasi Publik; dan 
3) Seksi Komunikasi Kelembagaan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Elektronik, Ber basis 

Paragraf 12 
Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pasal 22 
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Inforrnatika, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Tata Kelola Pemerintahan 
membawahkan: 

1) Seksi Kebandarudaraan; 
2) Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan; dan 
3) Seksi Keselamatan Penerbangan. 

h. Bidang Perkeretaapian, membawahkan: 
1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian; 
2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; dan 
3) Seksi Keselamatan Perkeretaapiaan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 14 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pasal24 
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan dan Kebijakan; 
2) Seksi Promosi dan Kerja Sama; dan 
3) Seksi Fasilitasi. 

Paragraf 13 
Dinas Koperasi dan U sahaKecil 

Pasal 23 
Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan: 
1) Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi; 
2) Seksi Tatalaksana Koperasi; dan 
3) Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan. 

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan: 
1) Seksi Usaha Koperasi; 
2) Seksi Pembiayaan Koperasi; dan 
3) Seksi Usaha Simpan Pinjam. 

e. Bidang Usaha Kecil, membawahkan: 
1) Seksi Pembiayaan U saha Kecil; 
2) Seksi Inovasi Produksi dan Sistem Informasi; dan 
3) Seksi Pemasaran Usaha Kecil. 

f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, membawahkan: 
1) Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan; 
2) Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan 

Pinjam Koperasi; dan 
3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 15 
Dinas Pemuda dan Olahraga 

Pasal 25 
Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan: 
1) Seksi Kewirausahaan Pemuda; 
2) Seksi Kepeloporan Pemuda; dan 
3) Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda; 

d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan, membawahkan: 
1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; 
2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan 
3) Seksi Kesejahteraan. 

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan: 
1) Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi; 
2) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan 
3) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi. 

f. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan: 
1) Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus; 

Sosial, dan Infrastruktur Perizinan d. Bidang Pelayanan 
membawahkan: 
1) Seksi Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; 
2) Seksi Sektor Pertanahan, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang; 

dan 
3) Seksi Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial. 

e. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 
membawahkan: 
1) Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber 

Daya Mineral; 
2) Seksi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Tenaga Kerja; dan 
3) Seksi Sektor Ekonomi dan Pariwisata. 

f. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, membawahkan: 
1) Seksi Pemantauan dan Pembinaan; 
2) Seksi Pengawasan; dan 
3) Seksi Pengaduan dan Advokasi. 

g. Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi; 
2) Seksi Pengolahan Data; dan 
3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 17 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal27 
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan: 
1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan; 
2) Seksi Penguatan Produktivitas; dan 
3) Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Kerja. 

d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 
membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja; 
2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan 
3) Seksi Transmigrasi. 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan: 
1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; 

Paragraf 16 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Pasal26 
Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri 
atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan 
Perpustakaan; 

d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca; 
e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; 
f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis; 
g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan 
3) Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 18 
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Pasal28 
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri 
atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi, membawahkan: 
1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 
2) Seksi Cadangan dan Distribusi; dan 
3) Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan. 

d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 
membawahkan: 

1) Seksi Penganekaraagaman Pangan; 
2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 
3) Seksi Sumberdaya Manusia. 

e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan: 
1) Seksi Perbibitan; 
2)SeksiPengembangan Usaha; dan 
3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan. 

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 
membawahkan: 

1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; 
2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan 
3) SeksiKesehatan Masyarakat Veteriner. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 
Kerja; dan 

3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. 

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan: 
1) Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan, Anak, dan 

Jamsostek; 
2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

dan 
3) Seksi Penegakan Hukum, Ketenagakerjaan, dan Sumber Daya 

Manusia Pengawas Ketenagakerjaan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; 

3) Subbagian Kepegawaian dan Umum; 
c. Bidang Kelautan, membawahkan: 

1) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Laut; 
2) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan 
3) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 

Paragraf 20 
Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pasal30 

Paragraf 19 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pasal29 
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan Wisata Budaya; 
2) Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan; dan 
3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata. 

d. Bidang lndustri Pariwisata, membawahkan: 
1) Seksi U saha Pariwisata; 
2) Seksi Industri Kreatif; dan 
3) Seksi Pengembangan Kemitraan. 

e. Bidang Pemasaran, membawahkan: 
1) Seksi Analisis Data dan lnformasi; 
2) Seksi Promosi Nusantara; dan 
3) Seksi Promosi Manca Negara. 

f. Bidang Kebudayaan, membawahkan: 
1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; 
2) Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa Sastra, dan 

Aksara Daerah; dan 
3) Seksi Kesenian. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri 
atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan: 
1) Seksi Padi; 
2) Seksi Jagung dan Umbi; dan 
3) Seksi Aneka Kacang. 

d. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, membawahkan: 
1) Seksi Tanaman Sayuran; 
2) Seksi Tanaman Buah; dan 
3) Seksi Tanaman Hias dan Obat; 

e. Bidang Sumberdaya, membawahkan: 
1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air; 
2) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan 
3) Seksi Pembiayaan Pertanian. 

f. Bidang Bina Usaha, membawahkan: 
1) Seksi Penanganan Mutu Hasil; 
2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan; dan 
3) Seksi Pemasaran. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 21 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pasal 31 

d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan: 
1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya lkan dan Kenelayanan; 
2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan 
3) SeksiPelabuhan Perikanan. 

e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan: 
1) Seksi Produksi dan Usaha; 
2) Seksi Sarana dan Prasarana; dan 
3) Seksi Kesehatan lkan dan Lingkungan. 

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan: 
1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; 
2) Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; dan 
3) Seksi Promosi dan Pemasaran. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pemolaan Hutan, membawahkan: 

1) Seksi Data dan Informasi; 
2) Seksi Tata Hutan; dan 
3) Seksi Penatagunaan Hutan; 

Pasal 33 

Paragraf 23 
Dinas Kehutanan 

Usaha Perkebunan dan 

1) Seksi Penataan Lahan; 
2) Seksi Prasarana; dan 
3) Seksi Pengendalian Perkebunan. 

f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, 
membawahkan: 
1) Seksi Panen dan Pengolahan; 
2) Seksi Pemasaran dan Promosi; dan 
3) Seksi Bina Usaha. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Perkebunan, Perlindungan dan 

Paragraf 22 
Dinas Perkebunan 

Pasal32 
Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan: 
1) Seksi Produksi; 
2) Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan 
3) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah. 

d. Bidang Sumber Daya Perkebunan, membawahkan: 
1) Seksi Sumber Daya Manusia; 
2) Seksi Kelembagaan; dan 
3) Seksi Permodalan. 

e. Bidang Pengembangan 
membawahkan: 
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Paragraf 24 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pasal 34 
Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri 
atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Air Tanah, membawahkan: 
1) Seksi Konservasi Air Tanah; 
2) Seksi Pendayagunaan Air Tanah; dan 
3) Seksi Pengendalian Air Tanah. 

d. Bidang Pertambangan, membawahkan: 
1) Seksi Eksplorasi Tambang; 
2) Seksi Pengusahaan Pertambangan; dan 
3) Seksi Pengendalian Pertambangan. 

e. Bidang Energi, membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan Energi; 
2) Seksi Pengusahaan Energi; dan 
3) Seksi Konservasi Energi. 

f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; 

d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Penyuluhan, 
membawahkan: 
1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 
2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 

3) Seksi Penyuluhan. 
e. Bidang Bina Pengusahaan Hutan, membawahkan: 

1) Seksi Produksi Hasil Hutan; 
2) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan; dan 
3) Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan. 

f. Bidang Bina Konservasi dan Jasa Lingkungan, membawahkan: 
1) Seksi Perlindungan Hutan; 
2) Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis; dan 

3) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 25 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pasal 35 
Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka, membawahkan: 
1) Seksi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka; 
2) Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Agro, Kimia, 

Tekstil, dan Aneka; dan 
3) Seksi Pemberdayaan Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka. 

d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, 
membawahkan: 

1) Seksi Pengembangan Industri Industri Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika; 

2) Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan 

3) Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, 
dan Elektronika. 

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan: 
1) Seksi Bina Usaha; 

2) Seksi Pengembangan Ekspor; dan 
3) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor. 

f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan: 
1) Seksi Barang Pokok dan Barang Pen ting; 
2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; dan 
3) Seksi Promosi dan Kerjasama. 

g. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan: 
1) Seksi Pengawasan; 
2) Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan 
3) Seksi Tertib Niaga. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan 
3) Seksi Keteknikan Ketenagalistrikan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri 
atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 

3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
c. Bidang Ekonomi, membawahkan: 

1) Subbidang Pertanian; 
2) Subbidang Dunia Usaha dan Investasi; dan 
3) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata. 

d. Bidang Fisik, membawahkan: 
1) Subbidang Infrastruktur Wilayah; 
2) Subbidang Sarana, Prasarana Perumahan, dan Permukiman; 

dan 
3) Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang, dan Lingkungan 

Hid up. 

Bagian Kelima 
Badan Daerah Provinsi 

Paragraf 1 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Pasal 37 

2) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan 
3) Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi. 

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data, membawahkan: 
1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 
2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan 
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kependud ukan, Administrasi Pelayanan c. Bidang Fasilitasi 
membawahkan: 
1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; 

Paragraf 26 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal36 
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri 
atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
2) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
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2) Subbidang Dokumen dan Arsip Kepegawaian. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kepegawaian, Informasi f. Bidang Pengelolaan Sistem 
membawahkan: 

1) Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan 

Paragraf 2 
Badan Kepegawaian Daerah 

Pasal 38 
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 
1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahkan: 
1) Subbidang Formasi dan Pengadaan; 
2) Subbidang Mutasi; dan 

3) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun. 
d. Bidang Pengembangan Karir, membawahkan: 

1) Subbidang Pemetaan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Sipil 
Negara; 

2) Subbidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan 
Jabatan Administrasi; dan 

3) Subbidang Pengembangan Karir Fungsional. 
e. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, membawahkan: 

1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai; 
2) Subbidang Penghargaan dan Fasilitasi Korps Aparatur Sipil 

Negara; dan 
3) Subbidang Disiplin dan Pembinaan. 

e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan: 
1) Subbidang Pemerintahan; 
2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental, dan 

Kerohanian; dan 
3) Subbidang Kesehatan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan. 

f. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan: 
1) Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah; 
2) Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah; dan 
3) Subbidang Pendanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 4 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Pasal 40 
Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 
terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 
1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama. 
d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif, 

membawahkan: 
1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti I; 
2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti II; dan 
3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti III. 

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, membawahkan: 
1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Pejabat 

Administrasi; 
2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Pejabat 

Administrasi; dan 
3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional. 

f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahkan: 
1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah; 
2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan 

Tinggi; dan 
3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan 

Prajabatan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tenaga dan 

Paragraf 3 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pasal39 
Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, 
membawahkan: 
1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi; 
2) Subbidang Pengelolaan Kelembagaan 

Pengembangan Kompetensi; dan 
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Paragraf 5 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Pasal 41 
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 
1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Anggaran, membawahkan: 
1) Subbidang Anggaran I; 
2) Subbidang Anggaran II; dan 
3) Subbidang Anggaran III. 

d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 
1) Subbidang Perbendaharaan I; 
2) Subbidang Perbendaharaan II; dan 
3) Subbidang Pengelolaan Kas. 

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: 
1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I; 
2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan 
3) Subbidang Informasi Keuangan Daerah. 

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan: 
1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 
2) Subbidang Inventarisasi, Pemindahtanganan, dan 

Penghapusan;dan 
3) Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Penerapanllmu dan d. Bidang Penelitian, Pengembangan, 
Pengetahuan dan Teknologi Terapan; 

e. Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 
f. Bidang Monitoring dan Evaluasi Layanan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Terapan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Analisis Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Tera pan; 
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Paragraf 7 

Badan Penghubung 
Pasal43 

Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga; 
d. Subbidang Promosi dan Informasi; 
e. Subbidang Keprotokolan; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 6 
Badan Pendapatan Daerah 

Pasal42 
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Umum dan Perlengkapan; 
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Subbagian Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan: 
1) Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja; 
2) Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan 

Pengembangan Layanan; dan 
3) Subbidang Regulasi dan Kerjasama. 

d. Bidang Pendapatan I, membawahkan: 
1) Subbidang Pendataan dan Penerapan; 
2) Subbidang Pembukuan dan Penagihan; dan 
3) Subbidang Layanan dan Keberatan. 

e. Bidang Pendapatan II, membawahkan: 
1) Subbidang Pendataan dan Penerimaan I; 
2) Subbidang Pendataan dan Penerimaan II; dan 
3) Subbidang Pendataan dan Penerimaan III. 

f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan: 
1) Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan; 
2) Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian; dan 
3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal46 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian 
dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 
keten tuan per a tu ran perundang- undangan. 

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban 
kerja. 

(6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Tenaga Ahli 

Pasal 45 
Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli 
dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kesatu 
Staf Ahli 
Pasal 44 

(1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam 
memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah 
Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis 
sesuai bidang keahliannya. 

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Ila dan paling banyak3 (tiga) 
orang. 

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. 

(4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
tentang Pengangkatan Staf Ahli Gubernur. 

(5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi. 

(6) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat 
dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian yang 
membidangi urusan urn um/ tata usaha. 

BABV 
STAF AHLI DAN TENAGA AHLI 
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BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 48 
Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi bersumber dari: 

a. APBD; dan 
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal47 
(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat 

Daerahdan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi,dan simplifikasi dalam 
lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara 
internal serta dengan Instansi lainsecara eksternal sesuai dengan 
bidang tugas masing-masing. 

(2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas dan fungsi kepada bawahannya. 

(4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerahwajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing 
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat 
Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada 
Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

(7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat 
Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada bawahanmya 
masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala. 

(8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris 
DaerahProvinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan 
kepada Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang 
membidang Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada 
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III. 

(9) Dalam hal Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi 
Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah 
yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka diwakilkan 
kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit 
Daerah/Seksi/Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
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BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal50 
( 1) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur mi, tetap 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya 
Pejabat dan/ atau berfungsinya Perangkat Daerah berdasarkan 
Peraturan Gubernur ini. 

(2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur 
organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Koordinasi 
Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I, BKPP Wilayah II, 
BKPP Wilayah III, dan BKPP Wilayah IV, mengacu pada 
ketentuanPeraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), 
kecuali Pasal 3 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23; 

(3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur 
organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi J awa 
Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa 
Barat. 

(4) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Paru Provinsi 
Jawa Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Al lhsan Provinsi Jawa 
Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan mengacu pada 
kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur 
organisasi yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 49 
Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan 
dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan 
Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan 
Desember 2016. 
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Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempalannya dalam Berita Daeran 
Provinsi Jawa Barat. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

3o 

 GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

    AHMAD HERYAWAN 

Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 28 November 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

ttd 

   IWA KARNIWA 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 45 SERI D 

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, 

H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19580729 198703 1 001 

Diundangkan di Bandung 
Pada tanggal 28 November 2016 
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GUBERNUR JAWA BARAT, 
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LAMPI RAN II PE:RATURAN GUBE:RNUR JAWA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TSNTANO KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI Pl:::RANGf(AT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

BAGAN STRUl(TUR 01-i!GANISASI 
SEKRE:TARIAT DPRD PROVINS! 



39 

AHMAD HERYAWAN 

ttd 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
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LAMP!RAN 111 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
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TANGGAL 
TENTANG l'EDUDUKAN DAN SUSUNAN 

RANGKAT DAERAH 
l:3ARAT 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT PROVINSI 
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NOMOR 
TANGGAL 
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Tl·:NT/\NG 

41 

BAGAN STRUKTUR ORGANTSASJ 
DINAS KESEHATAN 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG 



AHMAD HERYAWAN 

ttd 
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ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BAKAT 

SEKRETARIAT 

KEPALA 

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR 
NO MOR 
TANG GAL 
TENT ANG 

JAWA BARAT 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DI NAS SUM BER DAY A AIR 
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BANOUNI\N OEDUNO LlMBAH PERMUKIMAN 
DATA DAN INFORMASI 

UPTD I GUBERN 

KEDUDUKAN DAN SU SU NAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI 
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
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GUBERNUR JAWA BARAT, 
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Bl DANG 
PERL! NDUNGAN 
MASYARAKAT 

J,-- •+;hSI l 
l'l·,i\lN<;J"\I 1, I ;, ll'/\SIT,IS • l':\S _J 

l'LNIN<.11"\T/\N 

sr.:i,:~1 
i'i-:Ml31NMN Mi\~YARAlv\T 

D/\N KERJ/\'S/\M/\ 

BIDANG 
PEMBIN/\AN 

MASY ARAKAT DAN 
APARATUR 

'1:..1,SI 
!'i·.'\(i,\\'i. \:-=:,V-J I)\'\ 

L~'FNl'\ll \!,:;\;\ 
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KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

SEKRETARIAT 

l'EL/\l'ORAN 
l'ERENC/\N/\AN DAN 

SUl3 13AG 1/\N 

LAMPI RAN IX PERATURJ\N GUBERNUR JAWA BARAT 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG 

45 

KEPALA 

~J_J_J 

KELO:v1POI< 
JAF'U'.!G 

r- 

BAGAN STRUKTUR ORGAN!SASI 
SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 
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AHMAD HERYAWAN 

ttd 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

I 
[=]] 

I )),\~ l lNt):\" h- rH ,...._\NJ !._ _ I t_ _. 

s 
PFNYUI I l'l·N<,I·,Mll/1 

-s 
1'1· 1-!l.lNl>U 

1-.0I~IJAN 

____ J. 

AOIAN 
AlAJO DAN 
UM 

! I 
TENTANG :K 

0 

L KEPALA p 

. 
I 

SEKRETARIAT 

i I l 
SUB BAOIAN SUB BAOIAN SUD J3 

PERENCANAAN DAN KEUANOAN DAN ASET KEPF.:OAW 
PEI..APORAN UM 

I i 
! 

ANG BIOANG 
NGAN DAN PENANGAN/\!'l FAKIR 

BIO/\NG BID/\NG 

SOSI/\L MISKIN 
REHABILITASI SOSI/\L PEMl3ERDA Y A/\N SOSI/\L 

F - - - - - y - - - - - -L~ - - - - _J 

EKSI SlsKSI R srncs: J SEKSI 

NGAN $<.')~ll\L - 1'10:NAN(;ANI\N F,\hlR RLIIAl!ILITASI S(l:-;IAI. - PFMI3FR1l,\YAAN 

'IJENCANA MIShIN l'I·.RIJl,S\t\N I ANAK DAN I.A'I.JUT USIA MASYAl~Alv\T UAI\ 
KOMUNITAS ADr\T 

1',J,SI I lJ SEK'>! µ SEl..:~I s .. :l'\.._I 

Lii 1/\N llAN Pl:. '\J,\l'.'(.,1/\N;\N l·Al,Jl-! l~I ll/\1\11,IT \SI SOSl,\I Pl:N'DAYl\(,UN/'.AN POTENSI 

• PE'IYANl~ANC - SlH,,IBEk i-:1.Sf..JAIITERA/\N 

Nn/\N so:-;lJ\1 I L ~11:-,1,IN 1'1,Kh< l r/\,\1\ ~OSIAI. DAN !iUMIJANGAf\ 
I I llISAlllLIT/\S ~OSIAL 

·------. u-:·------·- ,--~ ' 
-~~~~~~~ 

·~h.:-,1 I Sl·~J,:--.1 "'"""'' .... , f'-.;1 

~ ",OS~ \f I I l.~i\N(iAN\I! f.. \!·di~ l,?CHAr.31LI- \:-;J TL':'l'\ 1'EPAJl'.AWAN\l\. 
-- :-,;u .. ·11.A. hUl.(~JI\N '\:l\f' I\ 

.._ 
\l.t \h'/\ 1 \l':-;h! '\! l l.\1.1' \Ii l'l·.~l:·IJ 

!'\r,Pl· t-:1~ l IS,\N f)AN 

EDUDUKAN DAN SUSUNAN 
RGANISASI PERANGKAT DAERAH 

ROVINSI JAWA BARAT 

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR JAW/\ BARAT 
NO MOR 
TANGO AL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS SOSIAL 



AHMAD HERYAWAN 

ttd 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

:-J•,J<SI 
l'l·MLJl\l)UI\G\N hJJUSllS 

AI\,\h 

!-'.=E1.:s1 
PIO:RLINDUGAN 

PEREMl'UAN 

11JDANG 
PERU NDUNGAN 

l'ERJ,MPUAN DAN ANAK 

.... , 1~ .... , 
r.E-..ll!A! \I'\ D.\.SA..: IJA 

~f-...,..:.,.JAlfTI 1~'\A"'{ 

·----. 
t 

I 

13JDANG 
l'J·:MENUIIAN IIAK ANAJ< 

Sl·.1,::,1 
J..ETAJIANA"I J..ELUAl!C',A 

I{ l;.!...l.JAJ~(i/\ 
l'E:~IN(,l,A'J'Ati l(UALITAS 

l!IDANG 

Sl...1,~I 
l'I ;\l,J· NllAJ.l,\N I 

Pl,NJ)UllUJ< 

..._~~-· ~~~- 
---, I 

:-J·J..~SJ u Ld·:l l'\I{<,,\ 111:1ff"l('\,'1\ I I 
-- r~----,.__. - 

, UPTD in 
L__ hr 
--=----~l 

°':. !,.SI 
'),'\71\ •):\N !'\JI 11pV/\'I 

-----·--- 
L 

... , ....... 1 
Pl ~·nt;~D/\Y:\\_,.t HllhltV 

r< ,•.r·;... ,,·.i so~ ,. 
Pl RI t.~J'LlJ\N 

f>FKSJ 
J'EM13E 1,<!I\ YAAN 

~J<ONOMI P~MEMPUAN 

-_I..L r - - -1 

Ill !)ANG 
PI::NJNGJ<ATAN KUALITAS 

JJJUUP 1'1,REMPUAN 

I 
SEKRETARIAT 

I 
I I I 

SUB BAGIAN sun BAGIAN SUB BAGIAN 
PERSNCANAAN DAN Kl::UANGAN DAN ASET KEPl::GAWAIAN DAN 

l'ELAPORAN UMUM 

KEPALA 

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR.JAWA BARAT 

NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG KEDUDUK.AN DAN SUSUNAN 

ORGANIS/\SI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 
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KELOMPOK 
JAFUNG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERL!NDUNGAN ANAK DAN 

KELUARGA BERENCANA 



AHMAD HERYAWAN 

ttd 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

"llc~,-,1 =l 
SI I\(,~!. I A LIN(;~UN(;AN 

L IJAN l'IDANA 
l 11\JCkUNC!\N I ---· ·---' 

1'1 Nt,l;MllA',< ,AN 

Bl DANG 
PENAATAN HUKUM 

LINGKUNGAN 

:-;:·.l,!'-il 
f>i Nt.d·.MB \'.\JC I\ 
h \P \SIT1\-.; I)\·, 

~C: 11"1 RA<\N 

"lL~SI ---i 
t'I.Nt,LNl)\LIA' J 

l'l l{UllAIIA1' l~IIM - 

SEl,SI 
h1lN~C~VA;';I LfN(",h ,JNCil\N 

C>AN i-.f· ANEKAR•\(I \M,\N 
HAYAT: 

BIDANG 
KONSERVASI DAN 

PENGENDALIAN 
PERUBAJ-IAN IKL!M 

SUIJ OAGIAN 
KEUANGAN DAN ASET [=13 llAGIAN 

>AWAIAN DAN 
UMUM 

SEKRETAR!AT 

-sLl,;SI 
f>J'~<~CNO.'\LIAN 

I l'ENf'I.MAl{.<\N AI..I IJAN 
. UDAl{JI 

BIDANG 
PENGENDAL!AN 

PENCEMARAN 
1,1 NGK UNGA!< 

Bl DANG 
TATA LINGKUNGAN ,- 

KELOMPOK 

rnUNGu 

flf 11 
L _ _l_J_l __ 
t I I L_J 

LI\MPll~AN XII Pl':RATURAN CUBERNUR JAWA BARAT 
NO MOR 
TANCGAL 
TE:-JTANG KEOUDUKAN DAN SU SU NAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

48 

KEPALA--1 

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! 
DINAS L!NGKUNGAN HIDUP 



AHMAD HERYAWAN 
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GUBERNUR JAWA BARAT, 

Sl·.hSI 
Sl\h!i\NA DI\N l'J{J\Si\l<,\N;\ 

( 111-'Si\ 

~
r SEhSI 

.. 

_n_l_N_'A-1'1_,_N_A_T_AA_N_O_i\_N _ _, PENl)AYJ\(;UN/\1\N 
IWJ\NG Dl:.Si\ 

IJIDJ\NG 
PENGEMBJ\NGJ\N POTl::NSI 

DESI\ 

'Sl·.1,::,1 
lilNJ\ l'l·.1,1 \,;J\f~I\N USJ\111\ 
1·.l,Ot\O~<I ~11\SYJ\l~l\l,i\T 

Sl::l,SI 
UINJ\ Ll·.Mli'\(;A US,\111\ 

l·.l..:ONOMI Mi\SY'\l~·\hi\T 

L __ 
RIDJ\NG 

PEMBER Di\ Y J\J\N USJ\lii\ 
EKONOMI Mi\SYJ\Ri\Ki\T 

f- s 1:: i..: s I 
l'ENGUJ\Ti\N I t,EI , .. MIM(,i\J\N 

Mi\SYI\Ri\Ki\T 

s1,;1..:s1 
,MI WW),\\.\/\;,- /\I> YI' 
t\'J 1'1·:NCiEti.1B,\\JCi \~ 

SUSI/\!. BUD/\\ 1\ -~-- ·-· 

-,- 
-- -- I 

UIDJ\NG 
KELEMlli\GI\AN DAN 

PENGEMBJ\N(1i\N 
PARTISIPJ\SI Mi\SYJ\Ri\Ki\T 

:wi-:s1 
BINA l'I r~t1E1\1B,\i..;(i\N 

l k.\PASITJ\S I\Pi\l~.\ IUI~ 
DES,\ --------- 

SEKSJ 
UINJ\ i\DMINISTl~'\,;1 

hEUJ\NGJ\N Di\!\ A"l·.T 
IJESA 

AID/\NG 
ru Ni\ DP.Si\ 

SUB Bi\Gli\N 
KJ;;PEGJ\Wi\lAN 01\N 

UMUM 

SUO Bi\Glt\N 
i,;EUJ\NGJ\N 01\N /\SET 

SUB Bt\Gli\N 
PERENCJ\Ni\AN DAN 

PEI..APORAN 

SEKRETARIAT 

KEPALA 

LAMPIRAN xm PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG KEDUDUKJ\N DAN SUSUNAN 

ORGANISASI Pl':RJ\NGKAT DAERAH 
PROVJNSI JAWA BARAT 

J SFhSI ·-, 

l, _J !_J I. l·.\i\l.U'\S/ --' -- I l'i--Pl,1,~1Ht\N(; ,r-. 1)1 ,-:,\ 

l)J\N l,l·.LLIRJ\l /1\N 
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±'--1-' I_L-J 

KEL()Ml'()K 
.JAFUNO 

r 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 



AHMAD HERYAWAN 
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GUBERNUR JAWA BARAT, 

~·L1'S1 

KFSI.L,\'\1 \TAN 
Pl~l~KEh1!· . ."l f\APJ I\N 

SJ·;KSI 
SJ\R/\N/\ l'l~/\SAR/IN/1 

PERKEl~E'IJ\'\PI I\N 

SI,KSI 
L/11.U I.I N1 /IS DAN 

/\NGKUTAN 
PERKJ::l~J.;TA/\PIAN 

. __. 

BI DANG 
PERKERET AA PIAN 

I. u~rn ] 
-------~ 

Slsl-.S! 
/\NCKL:'l /IN UD/\RA J)AN 

1-.J·.SU.I\M '\T/\N 
111·:Nl:.l..!IJANOAf\: 

SlsKSI 
KI·. I l/lN 1)/\l~U 0/\f~AAN 

Si'.:1-.SI 
KEI'l~Li\HUI 1/\NAi\' 

SI·.KSI 
1./\LU LINT/IS /\1\(;KUTAN 

1./IUT I! \N ASJ)l' 

. --· 

BI DANG 
TRANSPORTAST LAUT 

DAN ASOP 

~1-.1,S~-;-i 
J_'\LI; 1.11\T/\S !>.\N 

KI·;S1·:I.IIMA l'/\N 

·--------1 

,__ _J 
SloK!:-1 

J\N<.iKU1 /\I\ L.1.\Ri\T 

Sl·.KSI I SARAN~-=A::l/li?AN/1 

Bl DANG 
TRANSPORTASl OARAT 

SUB BAGI/IN 
K8PEGAWAI/IN DAN 

UMUM 

SUB B/l(;IAN 
KEUANGAN DAN ASST 

SUl3 13/IGI/IN 
Pf':RENCAN/1/IN [)/IN 

P8L/IPOR/IN 

BI DANG 
TRANSPORTASIUDARA 

SEKRETARIAT 

Li\MP!RAN xrv PERATURAN GUBERNUR ,JAWA BARAT 
NO MOR 
'TANGGAL 
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGAN!SAS! PERANGl<AT DAERAH 
PROVINS! .JAWA BARAT 

KEPALA 

50 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
OINAS PERHUBUNGAN 

H: l I I 'o' i I J J_J_J_J 

KELOMPOK 
JAFUNG 



AHMAD HERYAWAN 
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GUBERNUR JAWA BARAT, 

KEDUDUl{AN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGKi\T DAERAJ-1 
PROVINS! JAWA BARAT 

J ~L~~-, 
L~c•Ml,flh,\·l l'l•Bl..~J 

BIDAN'::. 
INFORMA!:I DAN 

KOMUNIKASI PLJBLIK 

SLh.SI 
:.,~·:l.,\Yf\N/\N J),\TA OAN 

\PL!h.,\SI 

-- ..Jc-= 

BID ANG 
APLIKASI 

INFORMATIKA 

SEl,SI J )i.N<iEl.<)LAAN 
JI\: 11\STRUi,;TdR 

BJDANG 
INFRASTRUKTUR 

TEKNOLOGI INFORMASJ 
DAN KOMUNIKASI 

BIDANG 
TATA KELOLA I PEMERINTAHAN J BERBAS<S ECEKTROMK 

r
-KELOMl:~K-~· -, -~ -· ~ 

,IAFLJNG w. ' ~1-:1,s1 

~1t_Jl1~l,' ~jjlj -~ S,,>D:.,~>~IJI, 

I I I I ' L''"'""·"'."·' __ 
L_.L·--t-j u··-- L I I f ...:: .. -.i,~I I I _J I 1vri-.•,rl\~ . .,,,. - -·- -- - L I\ i l<•)l'li"\111,., A', ________ .J 

SUB BAGl,,N 
Kt::UAN(;AN DAN /\SET 

,_==i __ __, 
SUB BACdAN 

l,i;PEG,\WAJAN DAN 
UMUM 

SUB B,\GIAN 
PF,RENCANAAN DAN 

PELAl'ORAN 

-----------li---- 
SEKRE'I'~ 

LAMPIRAN X\' PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

51 

KEPALA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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AHMAD HERYAWAN 
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BARAT, 

I I 
: 

KEPALA 
0 
p 

SEKRETARIAT 

I I I 
SUB BACIAN SUB BACIAN SUB BACIAN 

PERENCANAAN DAN KEUANCAN DAN ASET KEPECAWAIAN DAN 
PELAPORAN UMUM 

I I I 
DI DANG BIDANG BI DANG TATA KELOLA INFRASTRUKTUR BI DANG 

PEMERINTAHAN TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI KOMUNIKASI DAN 
BERBASIS ELEKTRONlK DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA INFORMASI PUBLIK 

r - - - -Tf - - - - -1-t - -- - _-=iF - - - _ _J 

KELOMPOK 
JAFUNG SEKSI 

SEKSI SEKSI ..._ - PENGEMBANGAN ..._ PELAYANAN DATA DAN - SEKSI 
STANDARISASI TIK INFRASTRUKTUR TIK APLIKASI INFORMASI PUBLIK 

SEKSI SEKSI 
SEKSI PEMBERDAYAAN - - PENCELOLAAN - - SEKSI 

TATA KELOLA TIK INFRASTRUKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
TIK KONTEN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - INTEORASI DAN ..... - - KOMUNIKASI KEAMANAN INFORMASI PENYAJIAN INFORMASI INTEROPERABILITAS KELEMBACAAN 

UPTD 11 GUBERNUR JAWA 

LAMP!RAN XV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

RGANISASI PERANGKAT DAERAH 
ROVINSI JAWA BARAT 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 



AHMAD HERYAWAN 
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GUBERNUR JAWA BARAT, 

r- I Sl.l,SI 

I 
l'E'IL lu\P/IN 1'c.K\TUl{/IN 

IJ1\ \S Sl\N h.SI j .. 

sr:1,.-;1 
l't-.1\C,AWA-.;J\N US1\HA I)AN 

l'c NIL/\1/\N KF.SFl'~T/\N 

l Us\H/\ s;MPAN PiN,JAM 
l.:.Ol1FR1\~I 

SEkSI 
l'ENGAWAS/\1\ 

Kl,P/ITUII./\N D/IN 
KEI,EMnllG/IAN 

...] 

B!DANG 
PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 
KOPERASI 

lJl'1 I) J l-_-:·=====- 

SFKSI 
l'bMIJI/\, /1/\N I,<ll'I,RA~I • I 

s • --..., 11 j'-----S-l·.-K-S-1---......1 

llS\11•\ ,;,~;;:~~ 11"1,J\\1 J -l __ "_':-\1_.\_S_.\_RJ\_N __ • L_"·-\-11-.\---' . i\.LCI, ... 

SEI,:'-1 
USA! IA KOl'I,RASI 

- D ~.:_ - 

BIDANG 
PEM SERDA Y AAN 

KOPERASI 

SJ;I,SI I T/\T/\l../11,S.\N./\ l,()J>J l~\SI 

S!·KSI 
- Il./\l)t\N IIUh.UM D,\N 

ORGl\f\1,-:,\SI l,CJPEI~,\SI 

B!DANG 
KELEMBAGI\AN 

KOPERASI 

SUB BAGI/IN 
KEUIINGAN 0/IN /\SET 

SI·:KSI 
l'EMI31/IY/IAN US,\! IA 

kECIL 

~-:-~_C_I_L _. 

SUB B/IGI/IN 
h.EPEG/IW/11/IN 0/IN 

UMUM 

SUB 13/IG I/IN 
PERENCIIN/1/\N 0/IN 

PEI..I\PORAN 

SEKRETARIA==i 

KEDUDUKAN DAN SUS UN AN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERi\H 
PROVJNSI JAWA BARAT 

!---El,SI 
lf\OV/ISI I•RODUI,~I IHN 

SI!': !'I· M INFORM/\SI 

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
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' I I r - 
~.:LOi\fr]1POK I JAFUNG 

[[J- 
UffiJ I , _L 
I I I I I 
I_J_J I I 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASJ DAN USAHA KECJL 



UI{ JI\WA HARA:; 

SEKSI 
J'l·.N(.,01..AI i,-\N 1)1\T,, 

S~ !,.SI 
1;\·i\l.Ui\SI IJI\N 
1'1.Ll\l'Of-u\N 

BIDANG :] 
DATA DAN INFORMASI 

PMPTSP 

:-;1-:1,SI 
Pl· N('i,\\V1\S \N 

J 
L 

";i·:l,SI 

L !'1-.Ml\l\'I /\U/\1\ IJIIN 
l'loMIJINAAN __ ____. 

Sl·h,.:J~ 
PLNC\l_)L,\~!),\j\ I ,u, 0"-''"' I 

BIDANG 
PENGENDALIAN PMPTSP 

~ ... l,SJ 
,<1-.J,T<JI< l'E1<1,\NIAN. 

11'1 l<lh/\NAN DAN TJ;NA(,,\ IL 1,1·1~.IA 

I i---- Sl·.l,>'I :....J SLI, rote (·.k0'.\01\11 I) \N I l'\Rl\\l';\T\ 

SEhSI 
Sl·.J,tl'\)!{ 1...r;;HUTANAN. 
1.1'.\(.J,UN<lt\N IIIDUI'. 

ENl-:RGI OAN SUMBEI~ 
DAY/\ MINl>Hi\L 

BIDANG 
PELAYANAN PERIZJNAN 
EKONOMIDANSUMBER 

DAYA ALAM 

SEKSI 
S!,:h1°\)R l'l·:RllllllLIN 

Ll)\'1U1'11,ASI D1\ 
JNJ"vRM/\Tllv\ ---- 

BIDANG 
PELAYANAN PERIZINAN 
INFRASTRUKTUR DAN 

SOSIAL 

I 
I 
lsr:hSil L F/\s::__J 

',l·.l,SI 
PENCiEMUJ\f\nAN D'\~ 

KEEll,11\K-\~ 

BI DANG 
PENGEMBANGAN DAN 

PROMOS! PMPTSP 

SUB Bi\GIAN 
KEPEGAW/\IAN DAN 

UMUM 
SU8 81\C.IAN 

f,;EUI\NGAN DAN ASlcT 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

SUB BAGI/\N 
l'ERi,:NC/\Ni\.i\N DAN 

Pl,LAPORAN 

SEKl~ETARIAT 

K8LOMPOI< 
JAFUNG 

r 
• 

KEPALA 

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOI~ 
TANGGAL 
TENT ANG 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASJ 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 



.. , \'\ ., ~ 
..... \ \ ... ' 

!\\\'\ B\i~~ 

SEKSI 
01./\1 m.1(1/\ T!-11101:·ION/\L 
ll/\J\ L.'1 Y1\N/\N J.:IIUSUS 

_J 

,:-;11,:..:.1 
1,1,ENAGMN OL \I IRI\G/1 I +.l'k.llUTUli/lN J..HUSU:i 

IJ/IN KF.hHr:11-<I 

Bl DANG 
PEMBUDAYAAN 

OLAH RAGA 

Sl.hSI 
1'1·,J\GI .Ml3,1NO,IJ\ 

< ll 1\111</\(;/\ l'l~lsST.I\SI 

Sl·.J.:SI 
S.IR!IN/\ D/\N 

l'HAS/\R,IN/\ PEMUDA 

BIDANG 
SARANA PRASARANA DAN 

KESEJAHTERAAN 

I _ _J_J__I ~' Sl·hSI I 
! ! I_J I I !.:EPl:LOl'Ollj\N l'I '1L'I)/\ 

L._ .J_J_ -· _ _J 

I I ! I J1 r----;J LJ Sj·f,SI 
ll.'1\(,/\ll\N LJ_J J_J L~~:::~~ 

-1 - SEl,:';J 
l,E\l'IR.1\US•\I I\ I 'I 

l'F~IUD I 

KELOMPOK 
JAFUNG 

,- 
BIDANG 

PENINGKATAN PRESTASI 
OLAH RAGA 

BIDA~ 

LAYANAN KE~=~J 
-- =:lT-- _ 

___ _J 

LAMPI RAN XVIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

SUl111/\(;J 
PERENC/\NM 

PEL/\POR/\ 
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~·~~-K-E~P •• A ..... L-A~-----' 

] I 
-- 

SEKRETARIAT 

I 
I I 

/\N SUBB/\Gl,\N SUBB/\GI/\N 
N D/\N KEU/\NG/\N D/\N /\SET K8PEG/\W/\.I/\N D/\N 
N UMUM 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
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- -· -- - -- -- - -· . -- - _J -- - _ _r_ 
I 

[:]] 

N ARSIP KEL 
JA 

TENTANG : KEDUDUKAN 
ORGANISASI PE 

KEPALA PROVINS! JAW A 

I 

SEKRET ARI AT 

I 
I I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

DAN PELAPORAN ASET DAN UMUM 

I - - .J I I 

.,Le~ -=::r: -----, = I ~--""" I Bl DANG 
ERPUSTAKAAN 8'DANG J BJDANG 

OM POK I BINA PERPUSTAKAAN PELAYANAN PENGELOLAAN ARSIP PENGELOLAA DEPOSIT DAN FUNG I PENGEMBANGAN BAl-!AN DAN BUDAYA GEMAR PERPUSTAKAAN DAN DINAMIS STA TIS 
MEMBACA KEARS!PAN 

I I PERPUSTAKAAN ·- 
__ .,. ____ _._. ____ 

DAN SUSUNAN 
RANGKAT DAERAH 
BARAT 

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NO MOR 
TANGGAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 
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til 
l
! __ ~ _ _L 

~_j- tJ_J 

DAN SUSUNAN 
ERANGKAT DAERAH 

BARAT 
I ~ 

TANGGAL : 
KEPALA TENT ANG : KEDUDUKAN 

ORGANISASI p 
PROVINS! JAWA 

SEKRETARIAT 

I I I 

SUH llAGIAN SUO B,\GIAN SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN KEUANGN, DAN ASET 

KEPEGAWAIAN DAN 
PELAPORAN UMUM 

I I I 

BI DANG 
81 DANG BI DANG BI DANG 

PELATIHAN DAN 
PENEMPATAN PEl<LUASAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENGAWASAN 

TENAGA K El<JA DAN 
PRODUKTJVITAS TRANSMIGRASI DAN JAMI NAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

r -- -- --It -- -- -- -- _J_ + -- -- - -- -- J_I- -- -- -- _ _J 

-~ 
.....---, 

~ 
,OM POK ,-;1.KSI 

SEKSI J Si·.KSI Si,KSI i'ENG/\WASAN NORMA ::J PF.L/\TII !AN J)'\'J ..._ PL·:J~tll:.MBAN(it\N J)Af\ - KCI.E:--1111\G'v\"1 Kl,RJA PEREMPUAN 
~~1 ',t:A\GIIN PEr. ,::Ml'A r, \fl l'lcf'</1GA 11uo:J'1G/\N INl)llsTJ~l/\1 

I 1\'IAK DAN JAMSOSTJ;K 
KFR,11\ 

y LJ ·- J SL1'SI 

'=fj SEKSI Sl·.Ksl Pt·:I.JCiUl'AilAN l)AN SEKSJ 

l'I· "IGl'/\TAN l'El<LU/\~ AN l'J·.t-.1'1(;1'.I\ )JIN .__ l'l·.NGAWASAN NOl<M/\ L I P1-!, JI >LKTl\'IT'\S L hJ,,-;1-:t-iPATA~' f..l l<.J \ I Kl·.,-;F.J \111 I· J>I\AN Kl·:Sl,LAM '\TAN D/\1' 

11:NAGA Kl'l{.JA f..l•'SEI !/\TAN KER.JI\ 

I I I y -- Sl.f..SI SEhSI 

! I Sl·:KSI I Pl. "CLC/\111\N I) '\N l'I·. '11·.(;AKAN HllKUM 

- S1 AN1>Al{IS1\SI ::,Lf..::,J '- l'E\:Yl:LI S'\l.\N .__ 1;1:1'1·:NA(;'\KE:l{J/\AN IJ/\"1 

I s1,1n1FIK.\SI I•.\~ TR \N,-;~11l;l<.\SJ l'l· l~St·:1.1::-;11J.'\N SUM l'EN(;AWAS 
K0\11'1 I J-:\i,;J J<l·:l{.I \ 11\lllll'-:<,AN 1'-IJU,-,IPII\I. K 1-.Tl·:NAG/\f.. LR,IAAN 

UPTD 
~~ ... .....J - - 

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NO MOR 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 



~H .1,\W/\ l!/\!<./\y 

t 

I Sl·.KSI 

L 
;,E:';LI 11\T,\1' 
\1 \SYI\R/11,1\1 
\ r l"r.l~INEI~ ------- 

I" SEl,SI 
Pl..:N<... EG/\J IAN t >AN 
l'J·:MHJ,;I-IJ\NT/\S/\N 
l'l·.N) /\KIT 111· W \N 

SEi{SJ 

I J>ENGAMATIIN Pl·:N) l\ldT 
DAN PENGAWASAN OB/\T 

HEW/IN 

131DANG 
ld·:SEI IATAN I !EWAN DAN 

1,1•:SEIIATAN MASYARAI-AT 
VETERINER 

Sl.l,Sl 
PF:f'.Gt·.l\llit\N(IAN l,S.AIIA 

Sl",,31 
1'"1{131HI l"AN 

BIDANG 
PRODUKSIPETERNAKAN 

·----,,._... __ __J Lj- 
~El,SJ 

Pl~N{i,'\Nbl..:.Al-!i\OA~1AN 
PANGAN 

J 
I 

BIDANG 
KONSUMSI DAN 

PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

~T- 

Df:")Tl~lliU~l 
CAP,'\NCf'\N !>\"' 

SJ;;hSI 
1-1·:TEl{Sl:r>IIIAN I )AN 
ldiR.I\\VA!\11\ '\ l-'1\1\l,AN 

Bl DANG 
KSTERSEDI/\/\N DAN 

DISTRIBUSI 

SUB A/\GIAN 
KEUANGAN OAN ASET 

SUB U/\GIAN 
KEPEGAWAJAN DAN 

UMUM 

SUB HAGU\N 
PERF:NCANAAN DAN 

PELAPOl~N 

SEKRETARIAT 

l<lsDULJUKAN DAN SUSUN/\N 
Ol~GANISASI I'El~/\NGKAT D/\l':R/\11 
l'l~OVINSI JAW/\ H/\RAT 

KEPAL/\ 

L/\Mf'IR/\l'a XX! PF:R/\TUR/\N GUBERNUR J/\W/\ 8/\R/\T 

NO MOR 
T/\NGGAL 
TENT/\NG 

• 

r- . 
___ I .LJ_ 

,- 
~M~ rTUNjj 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 



SUSUNAN 
DAERAH 

58 

,;1-,i,.,;1 
1'1-:l 1:,;TAl~IAN SE.JARA! I. 

L:
NILi\J llUll'\).'I. 13'\HA,;A 

A'STIM. DAN AKSAR\ 
l)Al-:l<AII 

SEKSI 
CAG,\I< llU DAYA DAN 

l'l~l{MUSEUM/\N 

Bl DANG 
KEBUDAYAAN 

,.,,.;i,.,;1 l 
Pl<OMOSI NUS/\NTAIV\ 

Sl':KSI 
AN/\LISIS DATA J),\N 

INF'Ul~M1\:SI 

BID ANG 
PEMASARAN 

LJ SEKSI 

I l INDUSTRI hl<E,\'I IF 

·---' I , ,-,Lr.SI , L-L l'l"NGI,~11<,\;>.(i'I~. I 
KlcMl'I lv\J\:-1 

----·· J 

SEKSI 
L''SAI IA PJ\RIWIS \TA 

BI DANG 
INOUSTRI PARIWISATA 

:-;~ -, KS.t 
l'E\~Hl-:1,f)A) •\AN 

L MAS).'\l<AhAI 
l'.\RI\\ l!;AT \ _____ ,.._ ...... __ 

I Sl:KSI I 
l'ENl .J·:~113J\N<1J\N I 

U
-L \VISATA Al~\M llAN I 

HUAT,\N __j 

-:::i Sl·.K!il 
l'lsNGl:Mll \:-IGJ\N \\ ISATJ\ I uun,w,, I 

BIDANG 
DESTINJ\SI 

PARIWISATA 

SUB BAOIAN 
KEPEOAWAIAN DAN 

UMUM 

SUD RAGIAN 
KEUANGAN DAN ASET 

SUB 13AGIJ\N 
PF:Rl,NCANAAN DAN 

PELAPOR/\N 

SEKRETARIAT 

~-+ t±·-;~tj-1- 

KELOMPOK 
J/\l"UNG 

,- 

KEDUDUKAN DAN 
ORGANISASI PERANGKAT 
PROVINS! JAW/\ BARAT 

JAWA BARAT L/\MPIRAN XXII PERATUR/\N GUBERNUR 
NO MOR 
TANG GAL 
TENT ANG 

KEPALA J ....____......_ 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 



59 

SUSUNAN 
DAE RAH 

s1,i--.,1 
I 'IHlMOSI l),\r,. 
Pl·.M '\'.':>1\R,\N 

SEl,'il 
l'f'NGt:MIIAM,/\N 

INvF,STASl ll/\'1 L(JGISTII, 

SEl,'il 
BIN/\ MlJTU DAN 

DIVEl~Sll"lkASI PRODUI, 

BIOANG 
PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL 
PERI KANAN 

Sl:.l,SI I 
PR()l>Ul,SI DAN USAIIA I 

I 

BIDANG 
PERIKANAN BUDIDAYA 

SEl,SI 
PENGEI.OL,\AN 

-;UMl1ERDAYA !KAN llA:-1 
KENEI.A) ANAN 

BIOANG 
PERI KANAN TANGKAP 

SLl-'il 
1,0NSEl{\'l\',f llAr>. 

1,CAr>-1,lv\R.\t, \ \1 \N 
H/\)A~l l./\Lf _J 

Sf.K!->1 
PEND/\Y,\<,UN.\AN 

PESISIR lAl.,f 

I L 

BI DANG AN I 
KELA UT~ 

_IL 
I 

SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN DAN 

UMUM 

SUB 13AGIAN 
KEUANGAN DAN ASET 

SUl3 BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 

SEKRETARIAT 

KEDUDUKAN DAN 
ORGANISASI PERANGKAT 
PROVINS! JAWA BARAT 

LAMPI RAN XXIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 
TANGGAL 
TEl\"TANG 

--r 
H_J_J ~--u_1_J U_ i i J 
LJ_J __ J_! 

[ 

KELOMPOK 
JAFuNG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KELAlITAN DAN PERIKANAN 



SF.K<;J 
PASCA PANEN DAN 

l'EN(,01.AI IA/\ 

SEl,SI 
l'ENANGAN'\N MUTU 

IIASJI. 

BIDANG 
BINA USAHA 

PROVINS! JAWA BARAT 

KEDUDUKAN DAN SU SU NAN 
ORGANIS/\Sl PERANGKAT DAERAH 

S!·.kSI 
T/\'"1,\~1AN S.'\'{Ul{AN 

IJIDANG 
SU1\1BER DAYA 

BIDANG 
PRODUKSI TANAMAN 

HORTIKULTVRA 

SlckSI I ,JA(,UM, DA;\ l ~llll 
L_ --1 

SEl,SI 
I'\!)! 

BIDANG 
PRODUKSI TANAMAN 

PANGAN 

SEKSI 

Ll'l-:N(~l·,l.OLAAN I.Al I/IN 
llAN AIR 

q~LA_] _ 
-:KRSOAR>ATJ 

I 
I I I 

SUI! UAGIAN SUH BAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANN\N DAN KEUANGAN DAN ASET KEPEGAWAJAN DAN 

PELAl'ORAN UMUM 

KELOMPOK 
JAFUNG 

LAMPIRAN XXIV PERATVRAN GUBERNUR J/\WA BAlu\T 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS TA NAMAN PANGAN DAN HORTIKULTVRA 

60 



Sl·,!,~I 
l'ROMOSI DAN I ~--1_'"~_1/\-Sl\_l·',_\N-......, 

LJ :,Jsl,SI 
• lll"I<\ L"'°lil/\ 

Slsl,SI 
l'/\Nl·:N ll/\N 

PENG< ll.AJ 1/\N 

BIDANG 
PENGOLAHAN, 

PEMASARAN DAN USAHA 
PERKEBUNAN 

SJo:hSI L l'l·:NI\TMN L/\11/\N 

Bl DANG 
PENGEMBANGAN DAN 

PERLlNDUNGAN 
PERKEBUNAN 

I , 

U
I 

' 
____, 

Sl·hSJ 
!'"Nc;J, NDl\l.1/\:,I I l'l.l~hl·.!il '"/\"' 

I ,-UlY~O -111 
L =.==.~=111 

-.;r-;J,SI SF.J,SJ 
I 1/\N'\~Jl\'I T/\JJUN,'I\ D/\N hJ·;J FMl!I\GI\/\N L l'I· N) 1-.t,AR L J 

I I TI\Nf\Ml\"l".'.'i\~:JSIM ·:]" ~ "·"' J--. - W·\11'/\H I i'l·l~\101).\1.A'I I L_ . 

_=iF 
131DANG 

SUMBER DAYA 
PERKEBUNAN 

SJC:KSI 
$1\RI\N/\ l'l~ODUr:SJ 

BIDANG 
?RODUKSI PERKEBUNAN 

_J 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGJ<AT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

.----- 
SEKRETARIAT 

I 
I I I 

SUB 11/\GJI\N SUI! 13/\Gll\N SUH 81\GI/\N 
1'8RENC/\NMN D/\N KEUANGI\N DAN ASET 1,1':PJ;;G/\Wl\ll\N DAN 

PELI\PORAN UMUM 

KEPALA 

LAMPIRI\N XXV PERATURAN GUBERNUR ,JAWA BARAT 
NO MOR 
TANGGJ\L 
TENTJ\l'\G 

_I J __ -W 
J_J_J_j 

- ............ 
I, lcl.l)M POK 

J/\FUNG 

,- 

61 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERKEBUNAN 



LI-? JA\'.' \ 111\I~,\; 

\ 

J SFh.S! :] 
l'LM \NJ Ml AN J,\SA I l.!N(,1,l'NG/\~ 

[___ _ 

I ~FKSI 

l 
l,ONSbHV/\SI l,A\V/\S1\"I l ll/\'\f ,ll·:Nl'i 

SL!,Sl 
l'l:R!.INDUNGAN I IUTr\N 

Bl DANG 
BINA KONSERVASI DAN 

JASA LINGKUNGAN 

SEh.SI 
l'l<ODL•KSI 111\:-,IL 11 l'T/\N 

~--- 

BIDANG 
BINA PENGUSAHAAN 

HUT AN 

Sl::KSI 
l'ENGl·:LOL.'\AN DAS 

BI DANG 
PENGELOLAAN DAS DAN 

-;Eh.SI =l "' f.SI 
111.111\IHl.n \'ii llUTAN 

I 
i>1·.Noo1. \!IA, 111\,11 

IJI\N L/\11,\N IIU f/\N 
I ...___ L- -<,!,:,I -1 

LJ Si.KSI ' J 1'1:111 ll\R\'11)1\, 

I 1'1.NYlll UIIAN ffi l'l.~!A:ll\!<AS: u vsu _ __J I 1111, \" 

UPTn ll 
'-.:- . -~} 

LJ Sl"KSI J 
11'1 N,\JA(,L'N.1\/\N H'II \'I 

... ~, h ~I 
f/\lA IIUl'\N 

Sl:KSI 
11)1\T/\ D,\ 'I INF<'.l~'.1 '~"'1 

Kl,L(lMI'~ -'""'I] 

PENYULUHAN 
eEMO~'.e,Ac:'~uCAN I 

---~~-'3-- 

SUB BAGIAN 
KEl'EG/\W/\IAN DAN 

UMUM 

sun 01\GIAN 
KEliANOAN DAN /\SET 

SUll 131\GIAN 
PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANCKAT DAGRAH 
PROVINS! ,JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NO MOR 
TANG GAL 
TENTANG 

LAMPIRAN XXVI 
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SEKRETARIAT 

KEPALA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
OINAS KEHUTANAN 



~l·~i"'~I 
KETEKNIKAN 

KJ-:1 J,NA(;Al.l,;Tl{IKAN 

SEKSI 
l'ENGUS/II IAIIN 

LJ..ETENAG.I\LISTRIKAN 

SEK,;J 
l'l·.NGF:Ml3A"IGAN 

KETENAGIILISTRIKAN 

Sl':KSI 
l'l·.NOl-:Ml3ANGAN 

L ENl,RGJ ____ ___. 

--·-, ~1·~~, 
PJ:NC.1~;-.:{),\LI '\N 
l'l·.l{T\MHAN(,A -: I 

PEl{TA~113/\NCi·'\N 

Sl·.KSI 

.., 
SfiKSI 

l·.K:Sl'l.<)RASI 
PERf,\M B/\NGAN 

I l'l·.l\(;U::-,AJIAAN lcNI.I{( ,I 

u L_ h,)"1:--• !{vi\," ,-.1\l· l-l•d _ 

c:~ 
,:S!-.h,:SI 

PENOENl>I\J JAN 
All-lJ\"\\11 

SEKSI 
l'l'Nl)AYAGlll\AAN L AIRTANIIH 

s1-.1,,;1 
KONSl-.l{VASI 

AIR T\NAII 

BI DANG BI DANG 1 B!DANG Bl DANG 

/\l~-TA_N_/\I-1- - - -PERTAMB/\NG/\N - L._--:_-_::::_-E...,·N_E..,R-G-=--1=--=--=--~- --KE1-· _'ENAG/\LISTRIKJ\N 

SUB BAGIAN 
KEPEGAWAJAN DAN 

UMUM 
SUR BAGIAN 

KEUANGA"I DAN ASET 
SUH !;/\GIAN 

PEf{ENCANAAN OAN 
PEL.APO RAN 

I 
SEKRETARIAT 

KEDUDUl<AN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

' '=TI r---, r·J._L_ 
L__l LJ_j 
L_J_j_J_J 

[ 

KELOMPO;- 
JAF'UNG 

KEPALA 

LAMPI RAN XXVII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NO MOR 
TANG GAL 
TENT ANG 
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BAGAN STRVKTUR ORGANISASI 
D!NAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 



SloKSI 
l'EMl!El<OAYAJ\N 

hONSUMCN 

si::~s, 
PF.NGAIVAS/\N 

SEKSI 
ll,\RANG POl,Oh DAN l 11,\RAl\'G !'ENTIN(, 

I SEl,SI J L--J l'l<c>MOSI IJA·' l 1-.1.l?.J\SA~-1_\_ I 
.J 

BIDANG 
PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

BIDANG 
PER DAGANGAN 
DAL/\M NEGERI 

I LNGCMl1,\i\{,/\N 

S1·:hSI J 
I !11'-1\ USAIIA 

BIDANG 
PERDAGANGAN LUAR 

NEG ER I 

SUU 13AGIAN 
KEPEGAWAIAN DAN 

UMUM 

SUU OAGIAN 
KEUANGAN DAN ASET 

SEKRETARIAT 

SUB 13AGIJ\N 
PERENCANA'\N DAN 

PELAJ'ORAN 

r ::,El,SI 
l'EMlll l<llAi \ \, L:: -..TJ<J lLMATi 

' ~ 
SEKSI 

SUMlll"II DAYA DI\"\/ 
.:;ARAN!'\ Pl{ASAJl,\I\ \ I J'll)l STRI 11.~1,\TI 

SLKSI 
P}--.NG EM BANG A;\ 
I;>.DUSTRI ILM,\TL 

13101\NC 
INl)USTRI LOCI\M, Ml,;SIN. 
Al.AT T~ANSPORTASI DJ\N 

P.Ll':KTRONIKI\ 

,--·-- 
' SI.h;-;I 

...__. l'l"\llll·YI l" 'I \"I 
INDU::;'I l{I \h rn 

--- 
SEK:"! 

L\11ll-'.R DAY\ ll\N 
I 'i,\~~·.'M l'l{•\. 'i.l\l{J\"IA 
L::IJUSTRI 'IJ{1 A 

Scl,SI 
PJ..N(tl~MB,-\N( ,1\N 
11'.llUS'I I<! 1\1,'I A KEU::11 J/\FUNG 

I jT . 
'-1_J_J_J 
~ I I I I 
t--LLJ_J L_J_J_J_J 

Bl DANG 
INDUSTRI AGRO, 

Kl MIA, TEKSTII, DAN 
/\NEKA 

LAMPI RAN X.XVIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

64 

,..._~~K-E~PA-LA I 
BAGAN STRUKTUR ORGANJSASJ 

DlNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 



65 

r 

N 01\N SUSUNAN 
I PERANGKAT DAERAH 
/\WA BARAT 

I I TANGGAL : 
KEPALI\ TENT ANG l<EDUOUl<A 

ORGANISAS 
PROVINS! J 

I 

I SEKRETARIAT 

I 
I I 

I SUB 13/\GI/\N SUB B/\Gl/\N 
PERENC/\NAAN,0/\N KEPEG/\V../\IAN l)/\N 

KEU/\NG/\N UMUM 

I I 
1311)/\NG [ "'°"" FASI LIT/\SI PEL/\ Y J\N/\N 

NGELOL/\/\N I NFORMASI 

/\IJMI NISTR/\SI 
/\DMINISTRASI 

KEPENDUIJUK/\N 
KEPENDUIJUK/\N DAN 
P8MJ\NF/\/\T/\N IJ/\T/\ 

r - -- - _J +-- -- -- -- - -- -- - _J I 
I KELOMPOK j Sl:KSI 

Sl::J..SI 

JAFUNG BINA Al'Al,tl\ rux >- PENG<lL/\IIAN IJ/\N i l'l·.Nll/\FTARAN PE~l)UIJUk 
PENY/\J,/\N DATA 

I 
KEl'ENllUIJUI-;AN 

~-H--' ~ 

SEl,SI j s1;1,s1 
HINA /\P/\l,tl\TUR ri "~'~'" "" """" --~-_J_J_J l'EN<'ATA f/\N Sll'IL PELAYANAN 

I 
LJ 

I LJ !-'I l•SI SI !,SI 
M()NITCJHIN(;, I· \/Al l!!\SI MONl'I<H~IN(; ll/\N 

I I l.'\N 1)01,U~l l·.XTASI L c.VAl l'!\SI 

LAMPI RAN XXIX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NO MOR 

BAGAN STRUKTUR ORGANJSASI 
O!NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP!L 



St.:11 llll)J\NG 
l'l!.NGAN(,G/\RJ\N 

PF.Mll.\N<~UN/\f\ D/\bRl\ll 

r- -suu l!IDAN(, 
j l'l:J{J~NC/\NN\N 

Pl~<J\IRAM 
PEMll/\NGUNAN D/\lclU\11 

,;ui HIO.\N(, 
r-:-· Sllll llll)\NI, I r- :'.L'll l!lll/\N(; ·--, 

:'.U~llll.h I)\),\ "B{'"1. LJ hl.:'.1.11,\1 \;~ f I . , \1,\ l<U,\;\~. I)\,' I hi l't·.~·1,L l)l h \N I ,~ I L~~':.':~~~_:' h I, I I.M(,/\hU<.J,\AN ! 

--=~=:JJ 

:-.:.,,H IJll).\1\t 
pr'\THIHJ.. ,,. r\.t:.lll:J>A\ \'\N 

HI'\/\ M xr vt. f).\N 
f'' .r..'( lH1\NII\N 

l Bl DANG BI DANG 
PEMERINTAHAN DAN PENDANAAN 

-- SOSIAL B-U-D-AY_A_ -- --P-El\_1_8-ANGUNAN DAERAJ-1 

,-,u1 HIDAN(, 
INl-l~/\~Tl-!UKTUI-? 

WII.AYAII 

Bl DANG 
FISIK 

:'.Liii 1311) \N(, 
1)UNI\ :JSAII.\ IJ\'\ L '_'=::_ 

~L'II 1311) \M, I l'l::lffANJ,\f\ 

:'.l I< tlll)\Nt, J 
P!:!~!Nt)L', I'!~!\:\ 

l'l.l<JlV'"r\~C'\'~ I\""\ 
D \J\ l'.'\J-:IWI,· \ I \ 

Bl DANG 
1,;KONOMI 

SUB BAGI/\N 
KEPEGAWAIAN DAN 

UMUM 
SUB HAGIAN 

PF:RENCANN\N DAN 
PELAPORAN 

SUl3 OAGIAN 
KEUANGAN DAN ASt:T 

SUSUNAN 
DAlc:RAH 

KEDUDUKAN DAN 
or~GANISASI PERANGKAT 
PROVINS! JAWA BAl~T 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

SEKRETARIAT 
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ti 
b~n 

,- -~ -, L KSL0111POK 
JAFUNG 

KEPALA 

LAM Pll~AN XXX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH 



/\GIAN 
AIAN DAN 
UM 

'- 

I I 0 
KEPALA p 

SEKRETARIAT 

I I 

SUB BAGIAN $Ul3 13AG IAN 
SUB B 

PERENCANMN DAN KF:UANGAN DAN /\SET KEPEGAW 
PELAPORAN UM 

I I I 

BlDANG Bl DANG 
B!DANG 

PENGAOAAN DAN 
BlDANG KESEJAHTERAAN DAN 

PENGELOLAAN SISTEM 

MUTASI 
PENGEMBANGAN KARIR DISIPLIN 

INFORMASI 
KEPEGAWAIAN 

__ , .1_ ·- Y- - ..Lj- _J -- - - - - - -- - - - - - 
~· ' 

,.,., "'"'"'] u sun l!IUANG SUB nlD.I\NG 
SUB BIDANG 

l'l:Mlo'I /\AN 1-:0Ml'l-:TE'\JSI SISTEM INFO~M.I\SI 
i- rcmMI\SI :J\N L\N l,INERJA AP.l\l~AI LI~ 

I-- KESEJAI ITEl{.I\AN ..... 
MAN.I\.Jl-:M2N 

l'ENGADAIIN Sll'II. NEG/IRA 
PEGAW\I KF:PF:G.I\WAIAN 

--------- 
LJ H 

-- 'il I! lilll \N(; sun 1111lANG 
l'"'it,l.~11!1\NG.I\N KAIW, :-UIJ llllJMI(; 

-.;u11 l!lllll"<; .1,'\H \ 1,\\1 Pl\11'1NAN ·- l'ENGIIAH(;.I\A:-- D/IN .... DOl,UMl'I\ llt\N Al~Sll' 

I MUTl\:-;J l'l'-C<,I Dt\N .JJ\l!AJ'·\~ F,\SILITASI l,<ll?l'S ASN 1,: EPt·:n, \VAIAN 

'\ll\\lNJ,-'I R\SI 

r ----------, --:] tr I -<Ill\ lllll\'\(; ~L!B Bii ll\f\l(~ 

J 
'iUII HIIJ\'\~ _J LI ld.l'\'\(,k.l\J'\', 111;,. PF'\Cd \1B'\'il,l\1' 1..:/\l~fl~ DISIPL.IN IM:-- ~---::.:.::.:.:._ I 1'1-.1\'ill -. I I t Nt1SIONAL ! l'J-:MBIN.1\,\1\ '€. __!!_ Jlt ..... ~, 

LAMPIRAN XX.XI PERATURAN GUBERNUR PROVINS! J/1.WA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG l'EDUDUKAN DAN SUSUNAN 

RGANISASI PERANGKAT DAERAH 
ROVINSI JAWA BARAT 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KEPEGA WAIAN DAERAH 
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r- - 
I KELOMPOK I ·_t~r1J 
L _ _; __ _j_J 
I I 1_J 
LJ_jj_J 
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ARAT:./' 

I 1 
PROVINS! JAWA BARAT 

KEPALA 

I 

I SEKRETARIAT I 
I l I 

SUB BAGIAN I SUB BAGIAN 
SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAN ASET KEPEGAWAIAN DAN 
PELA PO RAN UMUM 

I I I 
Bl DANG BI DANG BI DANG BI DANG 

SERTIF'IKASI KOMPETENSI PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PEN GEM BAN GAN 
DAN PENGELOLAAN KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI 

KELEMBAGAAN SUBSTANTIF UMUM MANAJERIAL 

r -- -- -=1-=f= -- -- -- -- -Lt -- -- - -- -- Tl- -- -- -- _ _J 

KELOMPOK SUB BIDANG SUB BIDANG 
JAFUNG SUB BIDANG SUB BIDANG PENGEMBANGAN 

PENG EM BANG AN ...... SERTIF'IKASI i...- PENGEMBANGAN - KOMPETENSI TEKNIS ...... 
KOMPETENSI PIMPINAN KOMPETENSI KOMPETENSI INTI I UMUM PEJABAT 

ADMINISTRASI DAE RAH 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENG EM BANG AN ...__ KELEMBAC.AAN DAN ....... PENGEMBANGAN - KOMPETENSI PILIHAN 
...__ 

KOMPETENSIPEJABAT TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI II 
KOMPE1ENSI PEJABAT ADMINISTRASI PIMPINAN TINGGI 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENGELOLAAN SUMBER PENGEMBANGAN PENG EM BANG AN PENGEMBANCAN ....... 

BELAJAR DAN 
...__ 

KOMPETENSI INTI Ill - KOMPETENSI PEJABAT i...- KOMPETENSI 
KEPEMIMPINAN DAN KERJASAMA F'UNGSIONAL PRAJABATAN 

(i!Th UPTD 1 ~':\ wi.: :iUR JAWA B 

c, I - I 
"'·~· 1 - 

DAE RAH 
DAN 

PERANGKAT 
SUSUNAN KEDUDUKAN 

ORGANISASI 

LAMPIRAN XX.XII PERATURAN GUBERNUR PROVINS! JAWA BARAT 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
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ERNUR ,JAWA BARAY 

~ l_~; 
Lil J 
ti-±Jj 
~-1-.l_J_J 
I . J ,_J -----' 

I ORGAN I SAS 

I KE.PALA 
PROVINS! J 

l 
SEKRETARIAT 

I 
I I I -- 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANMN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIN 

DAN PELAPORAN ASET DAN UMUM . -~ - 
I I - i I I I 

OM POK I ~ rnDANG 
llllJM~C. BI DANG Bl DANG 

FUNG A'~/ILISIS l't.M:.I ITl,\N, PENGUATAN MONITORING DAN 
l't-.Nnl.t..1BAt.e:';.\N OAN SISTEM !NOVAS! EVALUASI EBIJ.\KAN IPTEK PLN!- KM'A.I" IPTt.h. 

I - DAERAH LAYANAN IPTEK -- =--]_ - - J__ -- ..l ·-·- 
- ·- - - - I 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
I PERANGKAT DAERAH 

AWA BARAT 

LAMPIRAN XX.XIII PERATURAN GUBERNUR PROVINS! JAWA BARAT 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 



SUSlJNAN 
DAERAH 
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SUB f!IDIING 
l'FPC:NC\NA.~N 

hi· HUTU HAN DAN 
Pl,;N( ,ANGGARAN 

S!'H lllll\NI; 
INVI.:,; r \l,ISASI. 

L 'EMIN )f\l'TAN(,/11'!\N 
DAN 1'1-.1,til .r\PU.:;\N ---·-~-- 

_I 

F!IDANG 
PENGELOLAAN BARANG 

MILIK DAER.AH 

SUBllllJANG 
M,UNlANS. IMN 

l'l,;!J\1'0RAN I 
J • 

BIDANG 
AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

SU!l UillA'IC: 
Pl·.l<,ii':Nl)AHlll<AA~ I 

BJOANG 
PERBENDAI-IARAAN 

,._ __ A_N .. 

8~-~ 

.. ':,~N I 
_l_r - --- 

"'°"''~~ sun '''"'"' J 
JASUN~J ~ •':'_"''~J- 

I_J_ I _J I '-U l ill)\;,-( __ u 0 1._ ,N,.( .. ,~,NII _ 

I IJ 
I _ _,__...__J _ _j 

SUB l:lAGIAN 
KEUANGAN DAN ASEl 

SUl:l OAG:AN 
PE:RENCANAAN DAN 

PEL!IPORAN 

SUB BAGIAN 
KEPEGAWA!AN DAN 

UMUM 

SEKRETARI:...J 

KEDUDUKAN DAN 
ORGANISASI Pr:RANGKAT 
PROVINS! JAWA BARAT 

LAMPIRAN XX.XIV PERATURAN GUBERNUR PROVINS! JAWA BARAT 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

KEPALA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASJ 
BADAN PE.NGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



sun BID/\N(\ 
1-.VALU/\SI DAN 

1'1- I \!'V'~1' l,l"IEl{.JA 

sun llilJ/\NC J 
PI-.MERll-:S/\/\N DI\N 

,1 ~~~'-'l-:N_<_,1_'.N~l)-/\-I._I/\-N-' 

LJ 

SUIJ 8111/\NG 
PEMBIN/\/\N IJ/\N 

1-EPATUII/\N 

BIDANG 
PEMBINAAN DAN 
PENGENDALIAN 

SUll llll),\',/(, I 
i'L.r'< ll/\l'AAN I).~~ I 
Pl-.i\f-.l{J~1\l\'J ~ 

sun lllll/\N(, 
Pl-...NDI\TAJ\N DA~ 
Pf·J\l·:mM \A'\ II 

SUB IJll)AN() 
l'ENIJ/\T/\/\N DAN 
l'CNbRIM/.AN I 

SUB lllll/\NG 
I l~lllUl-lu\'~ DAN 

l'l·;I\ACdllAN 

SUl3 lllDANG 
i'l,ND/\T/\/\N DAN L PENl,fi\PAN __ ______. 

BIOANG 
PENDAPATAN l 

LJ Sl'll ll!I) \M', ·--1 
' lil<,LL.\'>llJA'I J I I,.- .. /.'!,, \Y',1 '\ 

L----~- 

~LltHIDANt,..-. 
>r::~tNCl\:S:.\AN hlNU! ..... A I 

!•Lr:!'\Al't,TAN I >AN 
PLf\C.I \!HI\N<,~YANAN j 

J 

--~=-}- 
$L'll Ill!: •\'.~G 

Rl·:'.'IC.\N"11N t..lNEJ;:.J/\ 
f1EL,\N,IA 

BIDANG 
PERENCANI\AN DAN 

PENGEMRANGAN 

SUB 13/\<.I/\N 
KEPEG/\WAI/\N 

sun 0/\GIAN 
KEUA 'IG/\N DAN /\SET 

SEKRETARIAT 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT 

LAMPIRAN XXXV PEf~ATUl~AN GUBERNUR PROVINS! JAWA BARAT 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

PERLENGKAP/\N 
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I _J_t-±_J ~t- .. i±1' _ _L~ I l I I L_I _L_J 

KELOMPOK 
JAFUNG 

r 

KEPALA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
13ADAN PENOAPATAN DAERAH 



SUBBIDANG J 
j KEPROTOKOLAN 

:=_-_ J . 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR PRCJVINSI JAWA BARAT 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI PERA.NGKAT DAERA.H 
PROVINS! JAWA BARAT 
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1 
I 

: tliB BIDANG c~-DAN-G 
HUBUNGAN ANTAR PROMOS! DAN I LEM BA GA INFORMASI 

I_ -~, - -- ·- -- - - -- -- 

.JB KELOMPOK 
JAFUNG 

I r: _L r'_LJ_J ~~J~~J.=J 

.. - 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGHUBUNG 




